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ABSTRAK

Relevasi ketentuan hukum pembangunan dan mencegah terjadinya
dampak lingkungan hidup di Kota Palembang terlihat dari konsideran menimbang
huruf @ UU PKP yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak
setiap orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal
ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi
lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kota Palembangmenerbitkan ketentuan
hukum yang mengatur pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup tentang
prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah
bersedia menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka
kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak lingkungan
hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan represif akan dikenai
sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan
di Kota Palembang dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan
dengan instrumen izin. Pembangunanperumahan yang dilakukan oleh pihak
pengembang  wajib memilikiizinlingkungan, dimana izin lingkungan dapat
diberikan jika usaha pembagunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau
Amdal. Selain AMDAL, UKL-UPI. yang dipersyaratkan sebelum melakukan
pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin
pemanfaatan ruang yang akan menjadi dasar pembangunan perumahan yang
dilakukan tidak menyalahi rencana tata dan rencana wilayah yang telah dibuat
oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Penegakan Hukum

Lingkungan, Pembangunan Rumah.
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pcngcmh‘mg juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan ruang yang akan

menjadi dasar pembangunan perumahan yang dilakukan tidak menyalahi

rencana tata dan rencana wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.
B. Saran

Kota Palembang terletak pada posisi belahan timur pulau Sumatera yang
merupakan dataran rendah dan berawa, serta terdapat perbedaan karakier
topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir, bagian wilayah seberang ulu
pada umumnya mempunyai tofografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan
tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi kecuali
lahan yang telah dibangun dan akan dibangun, dimana permukaan tanah telah
mengalami penimbunan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka terhadap
kegiatan kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan diwajibkan
untuk  membuat kajian lingkungan Dokumen Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan ( AMDAL), Sebagai mana dimaksud oleh Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 atau Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Keputusan Menteri Negara
ndkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002, pada kenyataannnya dilapangan masih

o
Yak investor yang tidak mengindahkan dan mengac ke pada perafuran

lerge )
Ut dimang masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan N
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